BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMORE6 TAHUN 2016
TENTANG,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Menimbang

Mengingat

a.

1.

UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan
Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian Pemerintah
Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Temanggung;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2016 maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6
Tahun 2016 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2016 di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun

Anggaran 2016 di Kabupaten Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
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LL,
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14.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1" Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara, Tahun—-2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S073);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Nomor 41
Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5068);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali  diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5593);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/
0OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K
Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor  43/Permentan/
SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran
Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor  70/Permentan/
SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenah Tanah;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaandan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/ SR.310/
12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
634 /MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015
tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016(Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten
Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2016 Nomor 0);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal |

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Temanggung.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKDA ;?//;Z BUPATI TEMANGGUNG,

ASISTEN
WEINAN <
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M. BAMBANG SUKARNO
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Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR &6



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR
TANGGAL

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016

Satuan Ton

No| Kecamatan ~Jenis Pupuk
Urea SP-36 T ZA NPK Organik
1 |Bansari 805 : 186 1.428 218 733
2 |Bejen 855 93 56 195 786
3 |Bulu 1.218 250 860 492 1.447
4 |Candiroto 1.054 206 379 Ll 950
5 |Gemawang 1.592 320 366 447 510
6 [Jumo 1.507 340 698 558 724
7 |Kaloran 1.006 185 160 220 1.126
8 |Kandangan 1.500 408 774 737 1.111
9 |Kedu 2.079 383 975 TT0 1.229
10 |Kledung 442 134 831 176 9561
11 |Kranggan 1.070 200 200 S 1.067
12 |Ngadirejo 1.415 363 1.682 949 956
13 [Parakan 1270 485 1.499 652 910
14 |Pringsurat 1.435 121 162 325 759
15 |Selopampang 1.039 192 536 430 850
16 |Temanggung 1.301 226 750 527 1.544
17 |Tembarak 761 138 427 311 990
18 |Tlogomulyo 1.110 151 471 306 697
19 |Tretep 719 172 266 209 211
20 [Wonoboyo 1.023 149 281 266 591
25000 4.700 12.800 8.450 18.440
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